
 

 

 

 

WALI KOTA TANJUNGPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  

NOMOR 56 TAHUN 2023  

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

PADA DINAS PERHUBUNGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA TANJUNGPINANG, 
 

Menimbang 

 

:     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 

dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

Tanjungpinang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian  Kendaraan 

Bermotor pada Dinas Perhubungan; 

Mengingat 

 

: 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran                

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4112); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12                

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas  dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia              

Tahun 2017 Nomor 451); 

10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11  Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 

2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang 

Tahun 2020 Nomor 44); 

11. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 23    Tahun 

2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja 

dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Berita 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 457); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

PADA DINAS PERHUBUNGAN. 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

5. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang 

selanjutnya disebut  Dinas Perhubungan adalah 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan di bidang perhubungan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Tanjungpinang. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat 

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengujian  Kendaraan Bermotor pada Dinas 

Perhubungan Kota Tanjungpinang. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya 

disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada 

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri 

Sipil Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian 

Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota 

Tanjungpinang yang diberi hak dan wewenang secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

bidang keahliannya masing-masing. 

  

                          Pasal 2 
 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah 

untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan 

Bermotor pada Dinas Perhubungan. 



(2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah 

untuk memberikan pedoman tugas pokok dan fungsi 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan 

Bermotor pada Dinas Perhubungan. 

(3) Ruang Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi: 

a. susunan Organisasi; 

b. pengangkatan Dalam Jabatan; 

c. pembiayaan; 

d. tata Kerja;  

e. eselonering; dan 

f. kelompok jabatan fungsional. 

 

Pasal 3 
 

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional 

Dinas Perhubungan Kota. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Tanjungpinang. 

Pasal 4 

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai 

klasifikasi kelas A, melaksanakan fungsi dibidang 

Pengujian Kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, 

berkedudukan di Tanjungpinang dengan wilayah kerja 

pada seluruh wilayah Kota Tanjungpinang. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 5 

 
(1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari: 

a. kepala unit pelaksana teknis daerah; 

b. sub bagian tata usaha; dan  

c. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Bagan susunan Organisasi UPTD tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 



 

Pasal 6 

 
Kepala UPTD, mempunyai tugas: 

a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan 

dengan pengujian kendaraan bermotor, sebagai 

bahan masukan dalam penyusunan program kerja 

Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan 

penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor; 

c. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan 

bermotor; 

d. melaksanakan pelayanan dibidang pengujian 

kendaraan bermotor; 

e. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap 

ASN dan personil UPTD Dinas; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

Pasal 7 

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas: 

a. membantu Kepala UPTD mengumpulkan, mengolah 

data dan informasi, menginventarisasi permasalahan 

serta melaksanakan pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, 

keuangan, administrasi, data dan pelaporan; 

b. membantu Kepala UPTD merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan 

melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi 

keuangan; 

c. membantu Kepala UPTD melayani keperluan dan 

kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ 

pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan 

sarana/prasarana kantor; 



d. membantu Kepala UPTD melaksanakan 

penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan 

dan pelatihan pegawai; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

UPTD. 

Pasal 8 
 

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan 

kebutuhan. 

 
 

BAB III 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 
 

Pasal 9 

 

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

 
 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 10 

 

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota Tanjungpinang 

dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
BAB V 

TATA KERJA 
 

Pasal 11 

 

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 

yang dipimpinnya. 

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

melaksanakan sistem pengendalian internal. 

 

 

 



BAB VI 
ESELONERING 

 Pasal 12 

Jabatan Eselonering pada UPTD, terdiri dari : 

a. Kepala UPTD Klasifikasi merupakan jabatan eselon 

IV/a; 

b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV/b. 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 13  

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan UPTD 

dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional 

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 14 
 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga 

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

 

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau 

Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 16 

 
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka 

segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau 

bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

 

 

 

 



Pasal 17 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

 

 Ditetapkan di Tanjungpinang 
 pada tanggal 18 September 2023 

 WALI KOTA TANJUNGPINANG, 
 
 

         ttd 
                 RAHMA 

 
 
 

Diundangkan di Tanjungpinang 
Pada tanggal 18 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH, 
 
ttd 

 
ZULHIDAYAT 
 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 490 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR  56  TAHUN  2023 

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN  

 

 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  

KOTA TANJUNGPINANG KELAS A 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 WALI KOTA TANJUNGPINANG, 
 

 
     ttd 

 

                 RAHMA 

 

KEPALA UPTD 

 SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 


